
SALINAN

PERATURAN DAERAH

NOMOR 14

I{ABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2OL2

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

Mengingat

b.

BUPATI BALANGAN'

bahwa tempat hiburan dan berbagai kegiatan

hiburan di Kabupaten Balangan berkembang
dengan pesat darr terus bertambah jumlahnya
beriitetaksi dengan pertumbuhan penduduk;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 2g Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah terhadap pembayaran atas 3asa

hiburan dikenakan kewaiiban pajak untuk
meningkatkan pencaparan pemerataan

c.

1.

pembangunan di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huiuf a dan huruf b' perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak

Hiburan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Seiatan (Lembarin Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a265\;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO;4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah di.,Ou'ft beberapakali' terakhir
deng[n Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008

i"t t?"g Perubihan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

2.



3.

Indonesia Nomor aSaa);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbingan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38);

Undang-Und.ang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak baerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 2OOg Nomor

135, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 20ll
illo*o. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4.

5.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2CI47

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,Pe-merintahanDaerahProvinsi'dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor a737\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif eemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor lt9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

Dibayar Sendiri oleh Wajib lljat< ^ ^(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

153, tr*L*h*.' Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nolol 53 Tahun

2}tl tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah tg.riti Negara Repubiik Indonesia Tahun

201 i Nomor 69fl;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nornor O2

Tahun200stentangU'us*''Pemerintahyang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Baiangan (Lem!11an- - Daerah

Kabupaten Balangai Tahun 2008 Nomor a2'



11.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran Oaeiah Kabupaten Balangan Tahun

2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana

telah diubah, teraTchir dengan Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan-Kedua
AtasPeraturanDaerahKabupatenBalangan
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

X"-Urp 
"t" 

n B alan gan ( Lemb aran D ae rah Kabupate n

Balangan Tahun 2OlO Nomor O9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

etir.rg".. Tahun 2009 Nomor 10' Tambahan

Lembiran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

55).

Dengan Persetujuan Bersama

12.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah kabupaten Balangan'
2. pemerint"h D""r*fr aaatafr Pemeiintah kabupaten Balangan'

3. Bupati adalah Bupati Balangan'
+. Dewan perwakilan Rakyat baerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan perwakilan Ra!ryat o3lr-arr kabupaten Balangan'

S. pejabat aaatah Pejabat 
-ffi; 

diberi ,tugas 
tertentu di bidang

perpajakan daerah 
-sesuai- J"igr.. peraturan perundang-undangan

Yang berlaku'



6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ::l?ljltnya disebut dengan PPNS

adalah penjrlait Pelawai 
-Negeri 

Sipil Kabupaten -Balangan 
yang

bertugas seluai denlan kewenangan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku'
Z. badan aAitah seklmpulan orang atau modal yang merupakan suatu

kesatuan baik yang melakutan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'
g. pajak Hibu[n yang selanjutnya disebut Pajak adalah pdak

atas penyelenggaraan hiburan'
g. Hiburan ad^i-af, semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

d,aolataukeramaianyangdinikmatidengandipungutbayaran'
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SpTpD, ad.alah surat yang oleh WaJin Pajak digunakan untuk
meiaporkan penghitungan .[-anTatau pembayaran pajak, .objek pajak

d.anlatau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

Pajak.
t2. wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar

pajak, p"*otorrg pajak, din- pemungut- pajak' yang mempunyai hak

dan kewajiban" perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.'

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kaiender atau jangka

waktu rain rang diatur"dengan Peraturan Kepala n1e11h3a1ing lama

3 (tiga) bulan [alender, y"ig menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk

*"tt!ftit,rng, menyetor, dan meiaporkan pajak yang terutang'

14. Tahun rajil aa*ar, jangka *"kt, yang lamanya .1 (satu) tahun

kalender, 
"kecuaii Uila Wa]ib Pajak menggu.nakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kaiender'
15. Pajak yan; terltang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu

saat, dalam Masa Pajak, dal.ram tanun Pajak, atau dalam Bagian

Tahun raSat< ""=.rri i.r,gr.., ketentuan peraturan perundang-

undangan PerPaj akan daerah'
16. Pemungutan 

- uddr.n suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subiek pajak, penentuan besarnya

pajakyangterutang"**p*ikegiatanp.'',.gir'*npajakkepadaWajib
Paj ak serta pengawasan penyetorannya'

lT. Surat S"ioru.n Pajak daeiah, yang selanjutnya disingkat SSI?'

adalah bukti pembayaran atau penyetoian pajak yang telah

dilakukan dengan *"rrggrrrakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara tain tce kas"?aerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh BuPati'
1g. Surat r"tl1.p.o Pajak Daerah Kurang Bayg'r-, yang selanjutnya

disingkat sKpnKg, r.du.lah surat ketetap*an pajaE.yang rnenentukan

besarnya jumlah pot oi. fajak, jumlah 
- kredit pajak, jumtah

kekurangan pembayaran ;"U* p;j 
"t:. 

besarnya sanksi administratif'

dan jumlah pajak yang masih harus dibayar'

19. Surat K;;;;;"" " p":!f. Daerah Kurang Baya.r Tambahan, vang

selanjutnya disingkat SKPbKBT, adalah iurat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'



20.

21.

22.

24. ffi;; ffiutusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
Tlolatanan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Q.r:rat

;#Jil""IJ, 
"="rat 

Ketetapan rajak Daerah .Kurang 
Bayar, Surat

cr,,-^+ I1ate*annt1
k;ffiffi't;,| Daerah Kurang Blyar Tambahan, surat Ketetapan

atat:

;;i;k ilr4iNirrl, Surat Ketetipan Pajak Daerah Lebih Bayar' atau
-:1^ ^1- 1-a1.ino \roatr:

#;;;;" p"il"*ngan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

BAB II

NAMAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pqjak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan

Hiburan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan

dipungut baYaran'

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tontonan film;
b. pagelaran-kesenian, musik' lati' danf atau busana;

surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya- disingkat

SKPDN, adalah "rrlt ketetapan pajak- y-"4g menentukan jumlah

pokok pajak *.*r-L.*arnya a-."g"it iu*f"n kredit pajak atau pajak

iia"f. terutang dan tidak ada kredit pajak'

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkatSKPDLB,adaiahsuratketetapanpajakyangmenentukan
jumlahkelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebih
il;;. daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang'

Surat Tagihan-paj*t Di.erah, yang selanjutnya disingkat srPD,

adalah surat untut< melakukan tigihan pajak dan/atau sanksi

rd*i.ti*tratif berupa bunga dan/atau denda'

Surat Keputusan Pemletulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesaiahan hitung, dan/atau

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

p.rr"a""g-...rarrg*-tp.tp4akandaerahyangterdapatdalamSurat
pemberitahuan Pajak Terutang, surat Ketetap-an Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar' 
- 
Surat Ketetapan Pajak

Daerah fur"ng fayar Tambahai, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat Tagihan

p"i"r. Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat Keputusan

Keberatan.

23.

diajukan oleh Wajib Pajak'
2s. putusan Banding adalah putusan badan peradilan. pajak atas

banding terhadap surat r.irrtr.^n Keberatan yang diajukan oleh

Wajib Pajak.
26. pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang diiakukan secara

teratur .r.ri,rt mengumprlku"tt data dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kei'ajiban, modal' penghasilan du:- 
-biaVa' 

serta

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa' yang

ditutupdenganmenJrusu"r^po.""keuanganberupaneracadan
t"porrt faUa?"rgi undk periode Tahun Pajak tersebut'



c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. pameran;
e. diskotik, karaoke, klab malam' dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulaP;
g. permainan bilyar, golf, dan boling;

h. pacuan kuda I k"rrdu..r.n.bermolor, dan permainan ketangkasan;

i. panti pi:ai on"k"i, mandi uap/spa' dan pusat kebugaran

ffitness center), dan
j. pertandinganoiahraga'

(3)Tidaktermasukobjekpajaksebagaimanad.imaksudpadaayat(1)
Pasal ini adalah : ,L .{orarn r..,cr.tsr budayar. frogru* t "rja pemerintah dalam pengembangan senl

tradisional;
b. program kerja pemerintah dalam pengembangan pendidikan dan

ilmu Pengetahuan;
c. program kerja pemerintah dalam mengekspos hasil kerja

daeiah / pu-*.iu-t' pembangunan d.aerah ;

d. suguhan resmi pada acara pemerintahanl

e.perlindunganbagip".,y".,d,.''gcacat/tempatpijat/urutpara
tunatera atau perorang*" t*al"ional skala- kecil dalam rangka

*"rrgrrru-t gi jumlah p"ttg"t'ggt'ran di daerah;

e. hiburan d"aiam rangka peiingatan hari besar keagamaan yang

bersifat Llmum terkeiuali dipungUt pembayarart'

Pasal 4

(l)SubjekPajakHiburanadalahorangpribadiatauBadanyang
menikmati hiburan'

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang
' ' 

menyelenggarakan hiburan'

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PA*IAK

Pasal 5

(1}Dasarpengenaanpajakhiburanadalahjumlahuangditerimaatau
yang *"n"rrurrya aiterima oleh penyelenggara hiburan'

(2)Jumlahuangyang-seharusnyaditerimaSebagaimanadimaksud
ayat (U termasrik potongan harga dan tiket cuma-cuma

JlUeritcan kepada penerima jasa hiburan'

pada
yang

Pasal 5

Besaran tarif pajak hiburan adalah :

a. Golongan A1 terdiri dari [*gtttt"t', -!1"1'*' 
kontes kecantikan'

diskotik, karaoke, klab ma1''i''-pt'*?i1"1 ketangka*-Ti-Y:"ti pijat'

mandi uap/ spa dan reJten p-iiiiittl berkelas atau sejenisnya' tatif

pajak ffiUural dit"i"pf..., .iU""*r 30% (tiga puluh persen) dari harga

pembaya."" V""g ai6tmu' oleh penyelenggara hiburan'

b. Golongan A2 #rrpu tontonan nm s&dio dan pameran yang

diselenggr.rrt *rr-ai .,,all I pLaza^t"tif p":"k Hiburan ditetapkan sebesar

6



20%(duapuiuhpersen)darihargapembayaranyangditerimaoleh
penyelenggara hiburan'

c, Goiongan 81 terdiri dari pagelaran musik dengan mendatafE]<an artis

terkenal atau band terkenal termasuk hiburan yang diadakan oleh

partai dan atau para kandidat calon pada penyelenggaraan kampanye

tarif Pajak Hibuian ditetapkan sebeiar tiy" (lima belas persen) dari

harga pembayaran yang diterima oleh penyelenggara

hiburan/ Pelaksana kamPanYe'
d. Golon g i VZ terdiri aaii permainan biiyar, futsal, dan kendaraan

bermotor tarif Pajak Hiburan ditetapkln sebesar taoh (sepuluh

persenl dari harga pembayaran yang diterima oleh penyelenggara

hiburan.
e. Golongan C terdiri d.ari pagelaran kesenian, tari, dance competition'

sirkus, akrobat, dan sulap yang diselenggarakan oleh suatu even

organizer tarif Pajak Hiburan ?itetapkan sebesar rco/o (sepuluh

pe?senl dari hargi pembayaran yang diterima oleh penyelenggara

hiburan.
f. Golongan E1 terdiri dari khusus refleksi, pusat kebugaran (fitruess

cerutefi dan pertandingan olahraga tarif -Pajak Hiburan. ditetapkan

sebesar 5% (iima persJnl dari haiga pembayaran yang diterima oleh

penyelenggara hiburan.
h. Golon gan E2 berupa hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif Pajak

Hiburan ditetapkan sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen) dari harga

pembayaran yang diterima oleh penyelenggara hiburan terkecuali

atas persetu3uan Eupati mendapatkan pembebasan pajak.

Besaran Pokok
mengalikan tarif
Pengenaan Pajak

BAB IV

CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara

!EU"g"l*ana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar

Seba[aimana dimaksud dalam Pasal 5'

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pajak yang
hiburan.

Pasal 8

terutang dipungut diwilayah daerah penyelenggaraan

BAB ltrI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka

waktu lain yang d.iatur dengan Peraiuran Bupati paling- Iama 3 (tiga)

bulan kalender, y;; ;.njadf dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung'

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang'



Pajak terutang dalam
hiburan.

Pasal 1O

masa pajak berlaku pada saat PenYelenggaraan

BAB VII

PEMBUKUAIS I PENCATATAN
DAN PEMERIKSAAN PEMBUKUAN

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Hiburan yang sifatnya temporer setelah

mendapatkan rzin dari Bupati dilam wakiu kurang atau sampai

denganr(satu)bulanKalender,pencatatanpenjualarr.karcisatau
..:"il""Va dijaditan dasar perhitungan pembayaran pajak terutang'

(2)wajibpajakyangmemenuhikriteriatertentuataupenyelenggaraan
hiburan bersifat permanen wajib menyelenggarakan pembukuan atau

Pencatatan'

(3) Kriteria wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara

pembukuan atar. pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di.t rt dengan Peraturan BuPati'

Pasal 12

(1)Bupatiberwenangmelakukanpemeriksaanuntukmenguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam- rangka

melaksanakan peraturan p"rrrrrd*r, g-',r, i*r, gan pe rp aj akan dae rah'

(2) WEib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperliiratilan- dan meminjamkan _ dokumen tatalaksana

pembut<ua,, y*,g menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

terhubungan dengan objek pajak terutang;

b.memberikankesempatanuntukmemasukitempatatauruangan
yang ai"nggap p.ri., dan memberi bantuan untuk keiancaran

Pemeriksaan;
c. ^lvlemberikan keterangan yang diperlukan'

(3)KetentuaniebihlanjutmengenaitatacarapemeriksaanPqjak
Hiburan diatur dengan Peraturan Bupati'

BAB VIII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD'

(2) SPTPD harus
ditandatangani

diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta

oleh wajib p"ajak "t^,, 
berdasarkan adanya kuasa'



{3) SPTPD sebagaimana dima}<sud pada ayat (1)' harus disampaikan

kepada nuplti atau melalui pejablt-- {*'g ditunjuk selambat-

lambatnya 15 (limabelas) fr"ti f...i" setelaLr-berakhirnya masa pajak'

(4) Bentuk, isi dan tatacara mengisi sPTPD diatur dengan Peraturan

BuPati.

Pasal 14

wajib pajak yang rnembayar send.iri SPTPD sebagaimana dimaksud
pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan

menetapkan pajak sendiri yang terutang'

BAB IX
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan'

(2) Wajib pajak yang-meT9lYhi kewajiban-perpajakan sendiri dibavar

dengan *.rggr;kan SPTPD' SKPDKB ' d'anlatau SKPDKBT'

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak'

Bupati daPat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemerik*ttl atau keterangan lain' pajak

y"t g terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jlka SpTpD Iia* disampaitcari t<epra. eupati daiam jangka

waktu v',,e d'itentukan dalam peraturan daerah ini dan setelah

ditegur ..lur. tertulis tidak disampaikan pada waktunya

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3.jikakewajibanmengisiSPTPDtidakdipenuhi,pajakyang
terutang dihitung secara jabatan'

b. SKpDKBTlit u ait"irukan data baru dan/atau -data.y*lg 
semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

Yang terutang
c. sKpDN :ii." j""*lah pajak yang fePtans sama besarnya dengan

jumiah kredit pajak atau pJ:"f.iiaak tenitang dan tidak ada kredit

Pajak.

{2} Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB

sebagaim*rr.-&*r[*.ra p"a"-"V"i tfihuruf a angka 1) dan angka 2)

dikenakan sanksi ,a*irri*t .Lr berr-rpa bunga sebesar 2% {dua

persen) sebulan dihitung aan pajak yTF kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka *"f.t" p"fiie f"** Z+* laua puluh empat) bulan

dihiiung sejak saat terutangnya pajak'



(3) Jumlah kekurangan pajaF yang te.rutang dalam SKPDKBT

sebagaim*nu.- Jir,atcsua'p'a, ayat"(1) hyluf b d"ikenakan sanksi

ad.ministratif berupa kenait an seUesai 100% (seratus persen) dari

jumlah kekurangan pajak tersebut'

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika

Wajib pajak "melaporkan sendiii sebllum dilakukan tindakan

pemeriksaan.

(5)JumlahpajakyangterutangdalamSKPDKBsebagaimanadimaksudt-' 
frJ" ^yri ir1 hlrur a angkat; dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar z1"t \dua puluh lima persen) dari pokok pajak

ditambah sanksi administratif terupa bunga sebesar 2a/o \dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka #aktu p"iirrg 
"ta.rr.;a 24 {dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak'

Pasal 17

(l)Setiappembayaranpajaldiberikantandabuktipembayarandan' ' 
dicatat dalam buku Penerimaan'

(2)Bentuk,jenis,isi,ukurantandabuktipembayarandanbuku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh BuPati.

Bagian Kedua
Tata Cara PembaYaran

Pasal 18

f 1) Pembavaran paiak sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD'

'-' sKPPxB, SKPbKBT dan atau srPD'

(2)PembayaranpajaEseb-agaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan
dengan menggunakan SSPD'

Pasal 19

(1) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan, dapat memberiki.r, p.t""tujuan kepada wajib pajak

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak'

(2) Angsuran pembayaran p?jak dilakukan Secara teratur dan berturut.

turut dengan diklnaka' U.rtg; 2Yo (6,a persen) sebulan dari jumlah

pajak yanA belum atau kurang bayar'

(3)Penundaanpembayaran-pajaksampaibataswaktuyangditentukan,
dikenakan nrr.rg* "zvo 

1duu" persenl' sebuian dari jumiah pajak yang

belum atau kurang di baYar'

Pasal 2O

Tata cara pembayaran, penyetorart, tempat pembayaran, angsuran, dan
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Pasal 21

(i) Bupati dapat menerbitkan STPD j]\a :
,-, 

;.*;;jrk datam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari frasif--penelitian 
"Sffpn terdapat 

- 
kekurangan pembayaran

""t"g"i 
akibat saiah tulis danlatau salah hitung'

(2)JumlahkekuranganpajakyangterutangdalamSTPDsebagaimana
dimaksud pada ayat (i) frr.,rrrf ^"dan 

hu.if b ditambah dengan sanksi

administratif berupa bung"'-*.b.* ar 2o/o (dua persen) setiap bulan

untuk paling lama'f S {tma U"f""l U*lan sejak ""t t"t'tangnya p4ak'

penundaan Pembayaran pajak diatur d.engan Peraturan Bupati'

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak

Bagian KeemPat
Penagihan Pajak

Pasal 22

(1)suratTeguranatauSuratPeringatanatauSuratlainyang
sejenis sebagai awal - tindakan p""1uk"tt'"*t' penagihan pajak

dikeluark"" }-it"j"irl ftari sejak slat jatuh tempo pembayaran'

{2) surat Teguran atau surat Peringatatt-.-*t?* surat lain yang sejenis

sebagaimurr. Ji*"t *ud pada ^v^ftrt 
dikeluarkan oieh Bupati.

Pasal 23

(1) Dasar penagihan pgJa\ adaiah SKPD' IKPDKB' SKPDKBT' STPD'

surat rceputusan 'pi,*b"t rr"r, s-"i"t' Keputusan Keberatan, dan

Rrtusan Banding, yang *"r#i""i p"""*ULhan jumlah berdasarkan

Peraturan Daerah ini'

{2} Penagihan pajak harus dilunasi dalaglllngka waktu paling lama 1

''' i;ili-il"ri =t]"tt tanggai diterbitkan srPD'

Pasal 24

(1) Apabiia jumiah pajak lang masih harus dibayar
''' j;'"gd waktu ..u^g"i*ana ditentukal *lll"Suiat peringatan atau surat lain yang seJenls,

harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa'

(2) pejabat menerbitkan surat paksa segera, setelah iewat 21 {dua puluh

satu hari) sejak tanggal surat tegr-ian atau Surat Peringatan atau

Surat Lain Yang sejenis'

tidak dilunasi dalam
Surat Teguran atau
jumiah Pajak Yang
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Bagian Kelima
PenYitaan

Pasal 25

(1)Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu

2x24 Jam 
".=Ldu"6 

tanggal penetapan yang tercantum dalam Surat
prt 

"., Pejabat dapat segera 
- 

mener6itkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyegelan terhadap tempat usaha atau sarana

prasarana dalam pelaksanaan hiburan'

(2) Apabila melewati batas waktu tanggal yang ditentukan dalam Surat
perintah *"Uagu.i*ana dimaksud [aAa ayat 11), Wajib Pajak masih

tidak melunaJi pajak terutang y"rg haius dibayar, maka pejabat

segera menerbitkut Srt.t PeJniah Melaksanakan Penyitaan paling

lambat 10 (sepuluh hari) sesud.ah tanggal pemberlakuan Surat

Perintah Melaksanakan Penyegelan'

(3) Obyek dari penyitaan adalah barang Penanggung Pajak.yang dapat
'-'dii.dik"r, jaminan pajak tidak teikecuali yang berada ditempat

hiburan.

Pasal 26

setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi

utang pajaknya setilah iewat waktu i0 (sepuluh) harl sejak tanggal

pelaksanaan surat perintah Melaksanatan Penyitaan, Pejabat

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor

Leiang Negara.

Pasal 27

Seteiah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat

pelaksanaan pelelanlgarr, .1rrt, sita memberitahukan dengan segera

.."r.tu. tertulis kepada Wajib Pajak'

Pasal 28
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati'

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAII

Pasal 29

(1) Bupati dapat memberikan insentif bagi Instansi yang melaksanakan

pemungutan Pajak berdasarkan pencapaian kinerja tertentu

terdasirkan ketentuan Peraturan Pemerintah'

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'

(3) Tata cara Pemberian
dimaksud Pada ayat (i)

dan pemanfaatan insentif sebagaimana

Oiatur ieUiir lanjut dengan Peraturan Bupati'
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 3O

(i) wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabat Yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;
f. SKPDN.

tzl r<eueratan diajukan secara.tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas'

{3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paiing iama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggll pemotongan atau. p-emungutan

sebagaim".r. aioiJr.sud pada "yII 
(1), kecuali jika wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka *Lkt, it., tid"k dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya'

(4) Keberatan dapat diajukan.apabila Wajib Pajak telah membayar paling

sedikit sejumiah yang telah disetujui Wajib Pajak'

(5) Keberatan yang tidak, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (z), avai (O, d*" Lv?t (a) tidak dianggap sebagai
"Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan'

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau

pejabatyangditunjukata.utandapengirimansuratkeberatanmelalui
surat pos teicatat sebagai tanda Uutctipenerimaan surat keberatan'

Pasal 31

(1)Bupatidaiamjangkawaktupalinglama12(duabelas)bulan,sejak
tanggal Surat Ke6eratan ditlrima, harus memberi keputusan atas

keberatan Yang diajukan'

(2)KeputusanBupatiataskeberatandapatberupamenerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak

yang terutang.

{3}Apabilajangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(1}telah
lewat dan Bupati tidak meriberi suatu keputusan, keberatan yang

diajukan tersebut dianggap dikabulkan'

Pasal 32

(i) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

pengadila" p;j;k terhaiap keprrtusan mengenai keberatannya yang

ditetaPkan oleh BuPati'

(2)Permohonanbandingsebagaimanadimaksudpad'aayat(1)diajukan
secara tertulis dalam Urfr""" 

-indonesia, 
dengan alasan yang jelas
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dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,

dilampiii 
""1it 

rt, dari surat keputusan keberatan tersebut'

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban' '*.*b"yur pdak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal

penerbitan Putusan Banding.

Pasal 33

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan' ' 
sebagian 

- atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak

dikembalikan d.engan ditambah imbalan bunga sebesar -27o 
(dua

persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunaian sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 507o

(1ima prt,rfr persen) dari jumiah_ pajak berdasarkan keputusan
keberatan diklrangi d"rrg.n pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi

administratif U.trp. denda- sebesar SOa/o (lima puluh persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak- atau dikabulkan sebagian'

wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar loao/o

(seratus persen) dari jumlah pajak -berdasarkan 
Putusan Banding

dikurangi d"rrg"., p"*b"y"r"r, pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

BAB XII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURAf\IqSN KETETAPAIT' DAN

PENGHAPUSdN ATAU PENGT,RANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(i) Atas permohonan wajib Pajak atau__karena jabatannya, Kepala

Daerah dapat membetulkan !fpD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD

yang dala-m penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
-t 
eJafr*n hitung d,anlatau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan-perundang-undangan perpaj akan daerah.

(2) Bupati daPat:
a, mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa

bunfa, dJnda, dan tenait<an pajak yang terutang _ 
menurut

peraturan perundang-undangan 
^perpajakan daerah, dalam hal

sanksi tersebut dikenakan kat".r. kekhilafan wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau *.irbr_trlkan 5KPD, SKPDKB, SKPDKBT

atau STPD Yang tidak benar;
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mengurangkan atau membatalkan STPD ;

mem]batalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan

pertimbar!", kemampul, membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu objek Pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi "d*it i"tritif 

dan pengllrangan atau pembataian

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan BuPati.

Pasal 35

(1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,

bfpbl<B, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini harus disampaikan secara lertulis oleh Wajib Pajak kepada

bupati atau Pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)_hari sejak

tanggal diterimlnya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan

memberikan alasan Yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
' 'surat permohoian sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ diterima,

sudah harus memberikan keputusan.

(3) Apabila seteiah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
t-'pu.du. 

ayat (3) pembetulan, pembatalan, pengurangal ketgtapan dan

pengahapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap

dikabulkan.

C.

d.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 35

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan_pengembalian kelebihan
' ' pembayaran p"j*t tcepaaa nupati atau pejabat secara tertulis

det gatt menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat wajib Pajak;
b. masa Pajak;
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan Yang jelas.

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling laTa-.12 (dua belas)
' 'buian sejak d.iterimanya peimohonan, pengembalial kelebihan

pembayaran pajak sebaglimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah

memberikan kePutusan.

(3)Apabilajangkawaktusebagaiman?d.imaksudpadaayat(2\' 'diiampaui, Eupati atau pejaUat tidak memberikan keputusan,

p"r*ohorrr.., pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap

dikabulkan dan skpnlg harus diterbitkan dalam waktu paling lama

1 (satu) bulan.
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(a) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pajak. ' 
..bu.grimana 

^dimaksud - 
ayat t2\ langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembaiian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
' ' paliig lama 2 (dua) buian sejak diterbitkannya SKPDLB dengan

meneibitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

(6) Apabila pengembaiian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
' 
lewat wakt,rZ (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau
pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran pajak.

Pasal 37

(1) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pqjak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4)

p"*U"y"rannya dila[ukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran'

(2) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud Pasil 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XTV
KEDALI'WARSA

Pasal 38

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa. setelah

melampaui jangka waktu 5 (tima) tahun terhitung sejak saat

terutangnya paj-at<, kecuaii apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadatuwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh aPabila:
a. dit#Ultt<annya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2\ huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut'

(4) Pengakuan utang Pajak secara iangsung sebagaimana dimaksud
' ' padl ayat (21 huruf 

-b 
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya

menyatatcan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat(2\hurufbdapatdiketahuidaripengajuanpermohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan

oleh Wajib Pajak.
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Pasal 39

(1) Bupati berwenang menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang' ' fajhk yang sudah kedaluwaisa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39

ayat (1).

(2) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa
selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati-

BAB Xl/
KETENTUAN KTIUSUS

Pasal 4O

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak daiam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
kelentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.

(21Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenagi ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu daiam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.
{3) Dikeeualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli Yang

ahli dalam sidang Pengadilan;
bertindak sebagai saksi atau saksi

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan
dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
kepad" p"3"brt iebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
seLagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,

memlerlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada

pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana

atau perdata, "it. 
p.t*intaan hakim sesuai dengan Hukum Acara

Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi tzin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan

tenaga ahli sebagui*u,rrr dimaksud pada ayat (2), untuk_m_emberikan

dan -memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang

ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada 
_ 
ayat (5) hams

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang

diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang

bersangkutan dengan keterangan yang diminta'

Bupati untuk
negara atau
pemeriksaan
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BAB XVI
KETENTUAN PENYIDII(AN

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneiiti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneiiti, mencari, dan menglrmpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, Serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. *.ty'-rtrh berhenil dan/atau melarang seseorang meninggalkan
rLlangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

perpajakan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya

sebagai tersangka atau saksi;
dan diperiksa

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
t. metakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan' 'dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada benuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB X\TII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
' 'atau mengisi d"trgr.., tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkin keteringan yang tidak benar sehingga merugikan

keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paiing

lama i (satu) tahun "t"r, pid"n, denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

{2i wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
' 'mengisi aengat -tid"t -benar *t^r, tidak lengkap atau melampirkan

keterang*r, lir.rrg tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana d.engan pidana penjara paling la,'.a 2 (dua) tahun

atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar'

(3) Terhadap penyelenggara hiburan yang bersifat temporer dan

mengab"ik*, klwajiban pembayaran pajaknya dengan meninggalkan

wilafafr daerah Xlbupaten Balangan dapat dimintakan bantuan

tepaaa Kepolisian Republik Indonesia melalui Pejabat Penyidik
pegawai Negeri Sipil ylng berwenang untuk menindak perbuatan

tin-dak pidaia perp4at<.r,. dr...r.h tanpa melalui proses penagihan

sebagaimana di"trrr- daiam Peraturan Daerah ini dan kepada

p"rryEl"rrggara dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur

dalam ketentuan ayat (2) Pasai ini'

Pasal 43

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
' ' tellpaannya tidak *.*.t rhi kewajiban merahasiakan hal

sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengLn pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 

. 
dan pidana

denia p.titg banyak np +.OOO.00O,O0 (empat juta rupiah).

l2l Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan

sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang

**riyib^bk*, tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2\ dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling

tanyak Rp. 10.OOO'O00,OO (sepuluh juta rupiah)'

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), hanya diiakukan atas pengaduan orang yang

kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini, iesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu
di.iadikan tindak pidana pengaduan'
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Pasal 44

Penerimaan atas pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42, dan Pasai 43 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan negara.

Pasal 45

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak
atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XI/III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

*.rrg.rrr.i petaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
eupatl dan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Pdraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan'
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2Ol2
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2AL2
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2072 NOMOR 14

suai dengan aslinya.
Setda Kab. Balangan,

ARIN, SH
k.i {rv/b}
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